
 
 
 

BUPATI KUDUS 
 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

   NOMOR 20 TAHUN  2011 

 

TENTANG 

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KUDUS 

 
 

BUPATI KUDUS, 
 

Menimbang : 
 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 
terbuka, dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan informasi dan 
dokumentasi; 

b. bahwa agar pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat terlaksana 
secara lengkap, akurat, dan faktual serta guna memenuhi ketentuan 
Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah,  perlu mengatur Tata Kerja Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
KABUPATEN KUDUS. 

   
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Kudus. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya 
disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Kudus. 

 
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun 
nonelektronik. 

 
5. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi dl bidang pengetahuan. 
 

6. Informasi Publik  adalah informasi yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  
dikirim,  dan/atau diterima    oleh    suatu    badan    publik    yang    
berkaitan    dengan    penyelenggara    dan penyelenggaraan  negara  
dan/atau  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan  publik lainnya 
serta  informasi  lain  yang  berkaitan dengan kepentingan publik. 

 
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan 

lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 
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8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disebut 
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, 
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi 
dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang 
bertugas membantu pelayanan tugas dan wewenang PPID. 

 
BAB II 

 
MAKSUD DAN TUJUAN   

 
Pasal 2 

 
(1) Pengaturan Tata Kerja PPID dimaksudkan untuk memberikan pedoman 

bagi PPID, PPID Pembantu, dan Sekretariat PPID dalam melaksanakan 
pelayanan informasi dan dokumentasi. 
 

(2) Tujuan Pengaturan Tata kerja PPID adalah untuk : 
a. meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan 

Badan Publik; 
b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses 

informasi publik guna penyelenggaraan keterbukaan informasi. 
 

BAB III 
 

PPID, PPID PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PPID 
 

Pasal 3 
 
(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi ditetapkan PPID. 

 
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara ex-officio 

oleh Kepala Dishubkominfo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

(3) PPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

(4) PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Perusahaan Daerah dan/atau Desa 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
(5) Dalam melaksanakan tugas keadministrasian dan kesekretariatan PPID 

dibantu oleh Sekretariat PPID yang ditetapkan oleh Kepala 
Dishubkominfo. 

 
Pasal 4 

 
PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) bertugas : 
a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari 

PPID Pembantu; 

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi 
pelayanan informasi kepada publik; 

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; 

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; 

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan 

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 
masyarakat. 
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Pasal 5 
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPID 
berwenang : 
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; 
b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan 

kerja yang menjadi cakupan kerjanya; 
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID 

Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; 
d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses 

oleh publik; dan 
e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk 

membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi 
untuk kebutuhan organisasi. 

 
Pasal 6 

 
PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat  ( 4 ) bertugas 
membantu PPID guna melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

 
Pasal 7 

 
Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 5 ) bertugas : 
a. membantu PPID dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan 

surat menyurat; 
b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan 

kearsipan; dan 
c. melaksanakan tugas keadministrasian lainnya. 

  
BAB IV 

 
HAK DAN KEWAJIBAN  

 
Pasal 8 

 
PPID berhak menolak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan 
informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
                           Pasal 9 

 
PPID wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi 
publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi 
publik, selain informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB V 

TATA KERJA PPID 

Pasal 10 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 
dan Pasal 7, PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain 
sesuai dengan tugasnya. 
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Pasal 11 
 
PPID wajib mengawasi PPID Pembantu dan Sekretariat PPID apabila terjadi 
penyimpangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 12 
 
PPID bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan PPID 
Pembantu dan Sekretariat PPID serta memberikan bimbingan dan petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas PPID Pembantu dan Sekretariat PPID. 
 

Pasal 13 
 
(1) PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh PPID dari PPID Pembantu dan 
Sekretariat PPID wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut. 

 
BAB VI 

 
AKSES INFORMASI PUBLIK 

 
Pasal 14 

 
(1) Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 

pengguna informasi publik. 
 

(2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan, dan kepentingan umum. 
 

(3) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari :  

a. informasi yang dapat membahayakan negara; 
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha 

dari persaingan usaha yang tidak sehat; 
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 
e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. 

 
(4) Informasi publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas 

akibat yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, 
dengan pertimbangan bahwa lebih baik menutup informasi publik guna 
melindungi keamanan negara, rasa keadilan hak-hak pribadi dan 
pertimbangan lain daripada membukanya atau sebaliknya. 
 

(5) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan tahap 
sebagai berikut : 
a. berdasarkan pertimbangan dari PPID pembantu bahwa suatu 

informasi publik merupakan informasi yang dikecualikan, maka PPID 
mengadakan rapat pembahasan terhadap permohonan informasi 
publik tersebut; 
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b. rapat pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan 
oleh PPID, PPID Pembantu yang terkait, dan Sekretariat PPID; 

c. hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam 
Berita Acara Pengujian yang menjadi dasar hukum penggolongan 
Informasi publik yang dikecualikan dan untuk penyusunan surat 
jawaban kepada pemohon; 

d. surat jawaban kepada pemohon atas informasi publik yang 
dikecualikan disertai dengan tembusan kepada Bupati.    

 
BAB VII 

 
PEMOHON INFORMASI PUBLIK 

 
Pasal 15 

 
Pemohon informasi publik meliputi : 
a. perseorangan; 
b. kelompok masyarakat; 
c. lembaga swadaya masyarakat; 
d. organisasi masyarakat; 
e. partai politik; atau  
f. badan publik lainnya. 

 
Pasal 16 

 
Pemohon informasi publik harus memenuhi persyaratan : 
a. mencantumkan identitas yang jelas dan melampirkan fotocopy identitas; 
b. menyampaikan secara jelas jenis informasi publik yang dibutuhkan; dan 
c. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik. 

 
BAB VIII 

 
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

 
Pasal 17 

 
Permohonan informasi publik dilaksanakan sesuai mekanisme sebagai 
berikut : 
a. PPID menerima permohonan informasi publik dari Pemohon. 

b. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan melampirkan 
fotocopy identitas pemohon; 

c.    PPID melakukan  pendaftaran dengan mencatat permohonan informasi 
publik dalam Buku Register Permohonan Informasi Publik; 

d. PPID menyerahkan salinan pertama Formulir Permohonan Informasi 
Publik yang telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Informasi 
Publik kepada pemohon dan menyimpan asli Formulir Permohonan 
Informasi Publik;  

e. PPID mengkoordinasikan secara tertulis permohonan informasi publik 
kepada PPID Pembantu yang terkait; 

f. PPID Pembantu memberikan atau tidak memberikan informasi publik 
kepada PPID dengan disertai pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dan Pasal 9;  
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g. PPID memberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya 
permohonan informasi publik dengan menyampaikan pemberitahuan 
tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini ; 

h. PPID memberikan informasi publik secara tertulis yang merupakan 
jawaban kepada pemohon informasi; 

i. dalam hal permohonan ditolak, PPID menyertakan alasan tertulis 
tentang penolakan permohonan informasi publik dalam Surat Keputusan 
PPID tentang Penolakan Permohonan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III Peraturan Bupati ini ; 

j. jawaban permohonan informasi publik diberikan paling lambatnya 14       
( empat belas ) hari kerja sejak permohonan diterima. 

 
 

BAB IX 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 18 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

 
 
 

       Ditetapkan di Kudus  
       pada tanggal  

 
BUPATI KUDUS, 

 
 
 
 

M U S T H O F A 
 
 
Diundangkan di Kudus  
pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
 
 
 
 
 

BADRI HUTOMO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN  2011  NOMOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


